Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan untuk
mengakomaodir dinamika perkembangan tugas dan fungsi perangkat
daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan
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urusan pemerintahan umum.

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah
vang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu
dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. bahwsa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomior 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6});
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tshun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di
Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomeor 10).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BATANG HARI NOMOR BO TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nemor 80 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2022 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 920 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan

bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pasal 922 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 922
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
a kepala;
b sekretariat;
¢ bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
d bidang Politik Dalam Negeri;
e bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan;

-y

bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
g kelompok Jabatan Fungsional,

3. Ketentuan Pasal 923 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 923
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922 huruf b dipimpin cleh
seorang sekretaris, berada dibawah dan bertangpung jawab kepada kepala
Badan.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas memberikan
pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Diantara ketentuan Pasal 923 dan Pasal 924 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni
Pasal 923A, Pasal 923B, Pasal, 923C, Pasal 923D, Pasal 923E, Pasal 923F, Pasal
923G, Pasal 923H, Pasal 9231 dan Pasal 923J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 923A
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 ayat (2),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
pelaksanaan pengelolaan keuangan:
. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
pengelolaan kepegawaian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

bt T+ B = P ¢ R o+

Pasal 923B
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923, membawahkan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian.
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Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyvai tugas
melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan
masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan
kepegawaian.

Pasal 923C
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 922 huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Pasal 923D

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923C avat (2],
menyelenggarakan fungsi:

a.

(1)

(2

penyvusunan program kerja di bidang ideolog, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
seiarah kebangsaan;

perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan;

pelaksanaan kebijakan di hidang ideclogi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 923E
Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922 huruf d
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuvai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politil,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala
daaerah serta pemantauan situasi politik.

Pasal 923F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923E ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:

a.

penvusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan
situasi politik;
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penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan kepala daerah serta
pemantauan situasi politik;

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan
situasi politik;

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan
situasi politik;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilthan umum/pemilihan kepala
daerah serta pemantauan situasi politik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan,

Pasal 923G

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayva, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922 huruf e dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan
ckonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayvaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 923H
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923G ayat (2,
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghavat kepercavaan serta pendaftaran ormas, pemberdavaan
armas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas
dan ocrmas asing;

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyvalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan pimpinan.

Pasal 9231

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 922 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penangan konflik.

Pasal 923J
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9231 ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penangan konflik;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penangan konflik;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penangan konflik;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembags asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penangan konflik;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penangan konflik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Ketentuan Pasal 924 dihapus.
Ketentuan Pasal 925 dihapus.
Ketentuan ayat (1) Pasal 929 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 929
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan kelompok Jabatan
Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
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Setiap Pemimpin Satuan Organisasi mengawasi Pegawai ASN dibawahnva dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai ketentuan peraturan.

Setiap Pemimpin Satuen Organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Pemimpin Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat wakrtu.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimipinan Satuan Organisasi dari bawahannya
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penvusunan laporan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan pekerjaan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 930 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 930
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
dalam jabatan cleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pegawai ASN yang menduduld jabatan jabatan administrator dan jabatan
pengawas pada Perangkal Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.
Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huraf a diukur dan
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman
bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari
tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman
kepemimpinan.
Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ diukur
dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama,
suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN
yvang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi
pemerintahan.
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 931 diubah dan ditambah dua (2) ayat,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 931
Kepala Badan merupakan jabatan eselon [I.b atau jabatan pimpinan tingei
pratama.
Sekretaris merupakan jabatan eselon [ll.a atau jabatan administrator.
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(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IT1.b atau jabatan administrator.
{(4) Kepala 3ub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan jabatan eselon IV.a atau
jabatan pengawas.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal, 23 Agustus 2023

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tangal, 23 Agustus 2023




